
PERATURAN BERSAMA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DAN 

BUPATI BANTUL 

NOIVIOR 12. r/.lHUH �oob 
Norv,oR o 'J r-11-1 vrv -vo /) b 

TENTANG 

PENGELOLAAN D�NA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI 
PEDESA�N UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI 

Menimbang     :

Mengingat       :

-DEtiGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 
I • 

DAN 

BUPATI BANTUL, 

a. bahwa Qabah/beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan
sosial ekonomi nasional, sehingga gejolak atau instabilitas harga
gabah/b�ras akan berdampak ·negatif terhadap usaha tani,
kesejahtfraan para petani dan buruh tani;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai peranan yang penting
dalam ri,enggerakkan perekonomian pedesaan serta mendukung
stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani;

c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tjan b perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Oaerah
lstimewc:i Yogyakarta dan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Dana
Penguatpn Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk
pembeli9n Gabah/beras Petani;

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah lstimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang�Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2.· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-9aerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa
Yogyakqrta jo Peraturan Pemerintah Nomor ·32 Tahun 1950;

3. Undang,Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;



4. Undang,Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tc:.nun 2004 tentang Perimbangan
Keuang9n Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturc:\n Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peratura.n Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentar.g Pembinaan dan
Pengaw�san atas Penye!enggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

9. Peratura,n Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan;

10. Peraturqn Daerah Propinsi Daerah !stimewa· Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di
Lingkun�an Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta;

11. Peratura'n Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 44 Tahun 2001 tentang
Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupatyn Bantu!.

Memperhatikan : Peraturan Kepa!a Sadan Ketahanan Pangan Nomor : 01/Kpts/P.P. 
330/l/0112qos; tanggal 3 Januari 2006 tentang Pedoman Umum 
Pelaksana�n Dana Penguatan Mo�al Lembaga Us.a�a Ekonom�
Pedesaan ·(DPM-LUEP) untuk pembel1an Gabah/Berns dr trngkat petan, 
Tahun 2006; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

: PERA TU RAN BERSAMA GUBERNUR DAE RAH !STIMEWA 
YOGYAKJ\RTA DAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGELOLAAN 
DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI 
PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Bersama if1i yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Propinsi Oaerah lstimewa Yogyakarta.

I 

2. Pemerintah Propinsi adal?h Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubern�r Daerah lstimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bantu!.
5. Pemerintah Kabupaten a�alah Pemerintah Kabupaten Bantu!.
6. Bupati adalah Bupati Bantu!.



7. Dana Penguatan Modal adalah dana talangan yang disediakan untuk pembelian
gabah/beras peitani dalam bentuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2006 yqng dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kerja.

8. Petunjuk Pelaksanaan a9alah Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga
Usaha Ekonomi Pedesapn untuk Pembelian Gabah/beras Petani yang dikeluarkan
oleh Dinas Pertanian Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.

BAB II 

TUJUAN 

Pasal2 

Tujuan dari Peraturan �ersama ini adalah untuk mendukung pemulihan dan 
menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha 
ekonomi pedesaan, serta mfynjaga stabilnas harga gabah/beras yang diterima oleh petani 
dalam tingkat yang wajar. 

BAB Ill 

RUANG LINGKUP 

Pasal3 

Ruang lingkup kegiatan meliputi 

a. Penyaluran Dana Pengu�tan Modal yang dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan
Lembaga Usaha Ekonom1 Pedesaan di Kabupaten;

b. Pembelian gabah/beras petani untuk mendukung stabilitas l.iarga gabah/beras oleh
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten.

BABIV 

TUGASDANTANGGUNGJAWAB 

Pasal4 

(1) Pemerintah Propinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengalokasikan dar menetapk9n Dana Penguatan Modal melalui Anggaran
Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Deerah lstimewa Yogyakarta, sebesar
Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah
Ka bu paten;

b. Menjamin dukun�a.n operasional dalam pelaksanaan pengelolaan Dana
Penguatan Modal di propinsi;

c. Mencabut atau men9rik kembali dana yang telah dialokasikan apabila penyaluran,
penggunaan dan p�manfaatannya tidak sesuai Petunjuk Pelaksanaan atau
disalahgunakan.



(2) Pemerintah Kabupaten r,empunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menerima dan m1:rnjamin pengembalian alokasi Dana Penguatan Modal
sebagaimana dimak�ud ayat (1) huruf a serta mengelola berdasarkan Petunjuk
Pelaksanaan;

b. Mengusulkan Lemb�ga Usaha Ekonomi Pedesaan yang bernda di wilayahnya
sebagai calon pela�sana Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan · untuk pembelian gabah/beras petani Tahun 2006 kepada
Gubernur;

c. Menjamin dukungan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan Dana
Penguatan Modal di ·Kabupaten;

d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal
secara berkala kepada Gubernur, setiap bulan sekali.

BABY 

PELAKSANAAN 

Pasal 5 

Peraturan Bersama ini dilak�anakan berdasarkan Petunjuk Pelak�anaan yang ditetapkan 
lebih lanjut oleh Kepala Dinap Pertanian Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta. 

BABVI 

JANGKA WAKTU 

Pasal6 

Peraturan Bersama ini berla�u sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. 

BAB VII 

PERS ELIS I HAN 

Pasal 7 

Segala perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini akan 
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 



BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintehkan pengundangan Peraturan 
Bersama ini dengan penerr,patannya dalam Serita Daerah Propinsi Daerah lstimewa

Yogyakarta dan Serita Daerc�h Kabupaten Bantul. 

Ditetapr.an di Bantu! 

pada tanggal .. � .e?i?_ ,r.ns

BERITA DAERAH KABUPATEN 
BANTUL 

TAHUN1-0°�0MOR o--:;- SERI

Ditetapkan di Yogyr1karta 

pada tanggal ...J aPA?tl �,,06 

PRIYOHADI 
. 110021674 

SERITA DAERAH PROPINSI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA 
TAHUN tc,otNOMOR 10 SERI £ 
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